
BUPAT] TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATi TANA TORAJA
NOMOR 3l TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang

Sinergi Pemungutan pajak Mineral Bukan logam dan
Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan l_ogam dan
Batuan:

Pasal 8 a-vat (6) Undang- Undang Dasar Negara
Republi Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tenrang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Mengingat

2

+

5. Peraturan
Ketentuan
(Lembaran

Pemerintalr Nomor 35 Tahun 2023 tentan
Umum Pajak dan Retribusi Daerah

Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Tambahan Lembaran Negara RepublikNomor 85,



_o

Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATT TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN

BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

6

Menetapkan

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

11. Opsen adal pungutan tambahan pajak
persentase teftentu.

penvelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

kewenangan daerah otonom.
3 Bupati adal Bupati Kabupaten Tana Toraja4. Pajak 

- 
Daerah yang selanjutnya disebut pa3ak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang olehorang pribadi atau badan yang beisifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan xd
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakanuntuk keperluan Daerah bagi iebesar_besamva

5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.6. Surat Tagihan pajak Daerah adalah surat tanda
penetapan pajak terutang.

7. Propinsi adalah propinsi Sulawesi Selatan.
8. Rekening Kas Umum Daerah Bank perpepsi yang

ditunjuk sebagai tempat menampung penerimaan
^ d rah dan membal,.ar seluruh p".rgilr"i^., baerah_9. Kas DaeralL Proprnsi adalah Kas pemerintah propinsi

paJak ke Pemerintah Daerah.
menurut

tuan _vangselanjutnya disebut Opsen pajak MBLB adalah Opsen
1,'ang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pa3ak MBLBsesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan-

13. suatu rangkaian kegiatan mulai f
data. objek dan subSek pajak, y'
Pajak yang terutang sampai'
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kegiatan penagihan Pajak serta pengat,asan
penvetorannya.

14. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibay'ar oleh
najib Pajak pada suatu saat dalam masa Pajak, dalam
tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak menurut
Peraturan Daerah.

15. Wajib Pqjak adalah orang pribadi atau Badan yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnva
disingkat SPIPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembalaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pa3ak. dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah-

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah t€bih Ba1-ar yang
sel utnva disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak lang menentukan jumlah kelebihan pemba-varan
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada
vang terutang atau seharusn-r.a tidak terutang.

I 8. Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen lain vang
dipersamakan yang selanjutnya disebut SSPD adalah
bukti pembayErran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah.

BAB II
DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak
MBLR teru tar-rg.

(2) Saat terutangny*a Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada
saat teru tangn-y-a Pajak MBLB.

(3) Wil ah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang
me pakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

(4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar
25% {dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan
Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayar (l).

[5) Pemungutan Opsen ,vang terutang dilaksanakan atas
pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungut
Paj MBLB terutang dan Pajak MBLB.

BAB III
PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 3

(1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen paj
MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan

MBLB.



4-

2 Pemba5'aran Opsen Pajak MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) ke Kas Daerah provrnsi
dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak MBLB
ke RKUD dalam SSpD pajak MBLB.
Dalam hal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ti an oleh Wajib pajak, Bupati
melakukan
Penagihan sebagaimana dimaksud pada a).at (3)
termasu k Penagihan sanksi administratif atas Opsen
Pa3ak MBLB.
Dalam hal Bupati
Penagihan sebagaim
menYetorkan bagian

(3)

(4)

(s)

(61

(7)

(8)

(1) Dalam hal Wajib pajak mengajukan kelebihan
pembalaran Pajak MBLB kepada eupati, pengembalian
kelebihan pembayaran paj ak t,lglS termasuk
memperhitungkan pengembalian kelebihan pembavaran
Opsen Pajak MBLB.

(2) Dalam hal permohonan Wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupatr menerbitkan
SKPDLB Pajak MBLB.

(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada_gubernur, paling lambat 3 (tiga)hari ke4a sejak SKpDLB sebagaima.ri dimaksud paia
ay at (21 diterbitkan.

(4) Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran
Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan
peru ndan g- u ndangan .

BAB IV
PENGEMBALIAN KE LEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 4

BAB V
SINERCI PEMUNGUTAN

Pasal 5

t

(1) Dalam penerimaan paj
dan Op erintah provinsi
dengan

(2) Sinergi -- sebagaimana dimaksud pada
diwujudkan dalam bentuk kery'a sama.

AK MBL
bersinergi

ayat (11
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info asi lainnya sesuai dengan ketentuarr

BAB VI
REKONSILIASI P AK

Pasal 6

(1) Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank
tempat mbayaran pajak MBLB melakukan
rekonsiliasi data penerimaan pajak MBLB dan Opsen
Paj MBLB setiap triwulan.

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada avat
(1)minimal mencocokkan :

a. S PD;
b, SSPD:
c. Rekening koran bank;
d. potensi Pajak MBLB dan Opsen pajak MBLB; dan
e- dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran

Pasal 7

opsen ak MBLB. Pemerintah Daerah dan
Pemerirrtah Propinsi secara bersama - sama
melakuk :

a. lntegrasi data / host to host.

, pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
(2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada a-r:ai i t 1

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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i. Sharing pembi aan; dan
aparatur;

U

^ -raturan 
Bupali ini mulai berlaku pada tanggal 5 Janu

202s.

Agar setiap
pengundangan
penempatannya

raja.

BAI} VII
KETENTUAN PENUTUP

Pa8

orang mengetahuinya,

dalam Berita Daerah

memerintahkan
ini dengan

Ditetapkan di M ale
pada t ggal 3t Dasc,nbc1. ga\\

BUPATI NA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diund di Makale
pada

SEK IS DAERAH

RUD DI LOLO

BERIT


